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ABSTRAK

Delik izin lingkungan dalam Pasal 109 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki 1zin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1) akan dipidana. Terdapat aspek
kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
258 K/Pid Sus/2012 yang membenarkan Putusan
Pengadilan Negeri Manado Nomor 357/PID.B/2010/
PN.Mdo tanggal 24 Mei 2011. Putusan itu menetapkan
terdakwa VP bebas, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
vang didakwakan penuntut umum vaitu Pasal 99 avat (1)
jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009. Dalam kasus ini dakwaan penuntut umum dinilai
tidak cermat dengan tidak mencantumkan delik vang
berkaitan dengan pasal yang didakwakan, selain itu
putusan hakim dinilai tidak memberikan perlindungan
hukum pada masyarakat, cenderung berpikiran sempit
dengan telah mengabaikan delik izin lingkungan vang
terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan. tetapi hal itu
tidak terdapat dalam dakwaan jaksa/penuntut umum.
Hakim seharusnya tidak mengabaikan hal itu. karena
tugas hakim adalah untuk mendapatkan kebenaran
materiil yang pada hakikatnya unfuk keadilan. Putusan
ini juga bisa menjadi dasar bagi kasus-kasus selanjutnya,
di mana pihak yvang melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang wajib amdal dan UKL/UPL tidak akan mengurus
izin, mereka akan mengurus izin lingkungan dan izin
usahanya jika sudah ada tuntutan delik di salah satu
pasal dalam UUPPLH dan hal ini berakibat masyarakat
tidak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum
atas kejahatan lingkungan.

Kata kunci: delik lingkungan, 1zin lingkungan, amdal.

ABSTRACT

The environmental offense concerning environmental
permit in Article 109 of Law Number 32 of 2009 on
Environmental Conservation and Preservation states
that any person running any business and/or activities
without an environmental permit as referred to in
Article 36 paragraph (1) shall be subject to criminal
offense. There is a controversial aspect in the Court
Decision Number 238K/Pid.Sus/2012 justifving the
Court Decision Number 357/Pid B/2010/PN.Mdo issued
on May 24, 2011. The Defendant VP was acquitted,
not proven legally and convincingly guilty of any
offense as accused by the public prosecutor, referring
to Article 99, paragraph (1) in conjunction to Article
36, paragraph (1) of Law Number 32 of 2009. In this
case, the accusation of the prosecutor is considered
inaccurate because it does not point to the offense in
the article prosecuted. Moreover, the court decision
is deemed incapable of giving legal protection to the
public, and apt fo be narrow-minded disvegarding the
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environmental offense on environmental permit which
is proven in the examination al court, yet not indicated
i the aceusation. The judge shall not disregard it for
taking into account that a judge is responsible to obtain
material truth for the sake of justice. This decision may
also be the basis for subsequent cases, in the event that
the parties running business and/or activities that are
subject to liability of Environmental Impact Assessment
(EIA) and Environmental Management Effort (UKL)
and Environmental Monitoring (UPL) but disregard

the environmental permit, and will only take care of
environmental permit and the operational authorization
if there have been claim for environmental offense in one
article in the Law on Environmental Conservation and
Preservation (UUPPLH), thus cause damages to the
community to obtain legal certainty and the protection

of the environmental offenses.

Keywords: environmental offense, environmental permit,

environmental impact analysis.

I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
lingkungan hidup yang baik dan schat
merupakan hak asasi dan hak konstitusional
bagi setiap warga negara Indonesia. Negara.
pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan agar lingkungan
hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber
dan penunjang hidup bagi rakyat éndoncsia
serta makhluk hidup lain (Angka I Penjelasan
Atas Undang-Undang Republik
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaarmingkungan Hidup (UUPPLH) dan
selanjutnya dalam tulisan ini akan menggunakan
istilah UUPPLH).

Indonesia

Heinhard Steiger ¢.s menyatakan bahwa apa
vang dinamakan hak subjektif (subjective rights)
adalah bentuk yang paling luas dari perlindlﬁan
sescorang. Hak terscbut memberikan suatu
tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya
akan suatu lingkungan hidup yang baik dan schat
itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung
oleh prosedur hukum dengan perlindungan hukum

oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya
(Hardjasoemantri, 2009, hal. 120-121).

Kegiatan usaha telah berjasa meningkatkan
kesejahteraan,
bagi masyarakat. namun menimbulkan berbagai

kemudahan dan kenyamanan

dampak lingkungan yang mengancam masyarakat
dan generasi yang akan datang, mencemari
lingkungan serta dengan cepat mengikis sumber-
sumber daya alam. Tata kehidupan tersebut
menguntungkan, tetapi tidak menunjukkan ciri
keberlanjutan (sustainable) sebagai akibat negatif
dari gerak tata ekonomi (Suteki, 2013, hal. 253).
Kemajuan usaha memang bersifat dilema, di satu
sisi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup,
tetapi di sisi lain justru menimbulkan ancaman
kelangsungan hidup akibat pencemaran yang
ditimbulkan.

Berdasarkan konferensi lingkungalmdi
. both
aspects of man's environmenlt, the natural and the

Stockholm 1972, yang menyatakan

man-made, are essential to his well-being and to
the enjoyment of basic human right-even the right
fo life itself* (Warassih & Bowo, 2013, hal. 882)
keduaaspek lingkungan manusia, alam dan buatan
manusia itu, sangat penting untuk kesejahteraan
dan kenikmatan dasar manusia bahkan hak untuk
hidup itu sendiri, di mana pencemaran liﬁ:ungan
merupakan perbuatan vang melanggar hak asasi
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manusia yaitu hak asasi menikmati lingkungan
hidup yang baik dan schat.

Pencemarandanperusakanlingkunganhidup
bukanlah masalah baru, yang dapat menimbulkan
berbagai implikasi. Di satu pihak. dari segi
ckologis, masalah ini merupakan ancaman scrius
terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Di lain pihak, juga merupakan masalah hukum,
khususnya hukum lingkungan. Artinya hukum ini
dilanggar sﬁmikian rupa, sehingga terjadilah
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Terdapat berbagai upaya  untuk
menghindarkan dari kegiatan yang menyebabkan
pencemaran lingkungan, salah satunva melalui
pengaturan dalam pﬁndan g-undangan, yaitu
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32
Tahun2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana terdapat

tentang

ketentuan penegakannya dengan man gajukan
tuntutan hukum, dapat menggunakan instrumen-
instrumen dan sanksi hukum administrasi, hukum
perdata dan hukum pidana.

Wijoyo yang dikutip oleh Maryani dalam
tulisannya pada Jurnal Masalah-Masalah Hukum
Universitas Diponegoro (Maryani, 2009, hal.
227), legal claim dapat dilaksanakan melalui
sarana prosedur peradilan ataupun perangkat
kelembagaan lainnya yang mempunyai fungsi,
yaitu:

a.  The function of defense (abwehhrfunktion)

is the right of the individual to depend
himself against an inferference with his

environmel which is to advantage;

b. The
(leistungfimnktion)

Junction of performance
is the right of the

individual to demand the performance of
an act in order fo preserver, to restore or fo

improve his environment.

Fungsi pertama, yang berkaitan dengan
hak individu untuk mempertahankan dirinya
terhadap gangguan pihak lain atas kenikmatan
lingkungan yang bersih dan sehat. Fungsi kedua,
bertalian dengan hak seseorang untuk menuntut
atau mengajukan klaim atas dilakukannya

suatu tindakan pelestarian atau perbaikan
lingkungan oleh individu atau kelompok orang

ke pengadilan.

Salah ﬁu tuntutan yang diajukan adalah
kasus dalam Putusan Mahgamah Agung Nomor
258 K/Pid.Sus/2012 yang menetapkan terdakwa
bebas. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan, Penuntut Umum sebagai pemohon
kasasi, pada Kejaﬁaan Negeri Tondano tanggal
24 Februari 2011, menyatakan terdakwa VP telah
terbukti sccara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Perlirﬂmgan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidu;bsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat
(1) UUPPLH jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
menjatuhkan pidana terhad terdakwa VP
selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair
6 (emam) bulan kurungan. menetapkan agar
terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).
a

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor
357/PID.B/2010/PN.Mdo tanggal 24 Mei 2011,
menyatakan terdakwa VP tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan Imuntut umuim,
membebaskan terdakwa dari dakwaan yang
diajukan penuntut umum kepada terdakwa.
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Pertimbangan  hukum  putusan  ini

menyampaikan  bahwa, berdasarkan hasil
@nantauanUKL(UpayaPengelolaanLingkungan
Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup) terhadap ps‘m‘nakan VP, yang dilakukan
dengan kerjasama Pusat Penclitian Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA)
Lembaga Penelitian Universitas Sam Ratulangi
Manado di menunjukkan tidak ada

pencemaran lingkungan yang melebihi batas

mana

baku mutu dan ju gzwkuatkan dengan keluarnya
Surat Rekomendasi Nomor 660/BLH/38/111-2010
tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan Kepala
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL.

Berdasarkan bukti di persidangan bahwa
izin usaha vyang dikeluarkan Departemen
Perdagangan dengan Tanda Daftar Perusahaan
Nomor 18025101774 tertanggal 28 Januari 1989
berakhirtanggal 28 Januari 1994 dengawtemuan
tanda daftar perusahaan berlaku hanya lima tahun
dan selambat-lambatnya tiga bulan scbelum
masa berlaku berakhir wajib diperbaharui.
Sesuai dengan ihwal tuntutan, bahwa sampai
perkara ini diajukan yaitu tahun 2010 terdakwa
tidak memperbaharuinya, demikian juga dengan
izin dari Departemen Perindustrian Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Industri Kecil
dalam Surat Tanda Pedaftaran Industri Kecil
Nomor 71-I/Kandep.02/1z.00.01/X/1993 tanggal
21 Oktober 1993, dengan ketentuan PP Eang
surat tanda pendaftaran industri kecil ini agar
menyampaikan informasi industri dengan mengisi
formulir PAfIILIK pada setiap tahun paling
lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya, dan
hal ini juga terdakwa tidak dilakukan.

Kasus di atas dirasa sangat kontroversi
karena hakim mulaijudex facti dan judex juris telah
membebaskanterdakwadengantelahmengabaikan

delik izin lingktagan secbagaimana vang menjadi
tuntutan bahwa terdakwa telah melakukan tindak
pidana sebagaimana diatur dmm Pasal 36 ayat (1)
UUPPLH yang menentukan bahwa: ~Setiap usaha
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib memiliki
izin lingkungan, schingga ppjusan hakim tersebut
telah bertentangan dengan akses keadilan dalam
memenuhi hak masyarakat akan lingkungan yang
bersih dan sehat.

B. Rumusan Masalah
Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor

258 K/Pid.Sus/2012 telah mengabaikan delik
izin lingkungan schingga tidak memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat?
C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan analisis ini adaw ingin mengetahui
dan mengungkap indikasi Putusan Mahkamah

258 K/Pid.Sus/2012  telah
mengabaikanizinlingkungandan tidakmemberikan

Agung Nomor

perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kegunaan analisis ini adalah dapat
memberikan suatu sumbangan pemikiran secara
teoritis dan praktis dalam penyelesaian pﬁara
mengenai izin lingkungan di Indonesia, peran
hakim agar mampu menemukan dan menciptakan
hukum dengan berdasarkan nilai-nilai hukum di
Indonesia, melahirkan putusan yang rasional,

praktis dan aktual sehingga dapat dirasakan adil.

D. Studi Pustaka
1.  Delik Izin Lingkungan

Delik izin lingkungan mempunyai esensi
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dasar vang sama dengan delik lainnya pada
hukum pidana di mana dalam hal ini hanya
khusus mengenai delik kaitannya dengan izin

lingkungan yang bersumber pada UUPPLH.

Delik ialah perbuatan yang dilarang oleh
aturan hukum dan barang siapa yang melanggar
larangan tersebut diken sanksi pidana
(Soeharto, 1993, hal. 22). Selain itu perbuatan
pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang
oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam
pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan
pada orang vang menimbulkan perbuatan pidana
itu (Moeljatno. 2008, hal. 59). Pengertian delik

nurutSimonsadalahtindakanmelanggarhukum
yvang teclah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya
tersebut dapat dipertangggungjawabkan dan
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai
perbuatan yang dapat dihukum (Moeljatno, 2008,

hal. 60).

Delik dalam ukum pidana dapat dibagi
menjadi delik formil dan delik materiil. Delik
formil adalah delik yang Rgyumusannya lebih
menekankan pada perbuatan tanpa mensyaratkan
terjadinya akibat apapun dari perbuatan itu.
Jadi delik formil dianggap telah dilakukan bila
pelakunyatelah melakukan serangkaian perbuatan
vang dirumuskan dalam rumusan delik. Akibat
bukan suatu ukuran delik telah dilakukan atau
tidak tapi pada perbuatannya (Prastowo. 2006,
hal. 214). Misalnya perbuatan pencurian yang
meskipun tidak berhasil mencuri sudah diarﬁap
melakukan perbuatan pencurian. Sedang delik
materiill adalah delik yang perumusannya
dianggap sudah
melakukan delik jika akibatnyva sudah terjadi,

menekankan pada akibat,

misalnya salah membunuh orang, tetap dihukum
pembunuhan karena sudah menyebabkan matinya

orang,

Delik vang dilakukan di sini adalah tidak
melakukan izin lingkungan. Konsep izin oleh
Spelt & ten Berg@ebagaimana dikutip oleh Akib,
mengemukakan izin sebagai sarana yuridis untuk
mengendalikan tingkah lakuwarga (Akib, 2014 hal.
113). Secara sederhana. perizinan diberikan makna
sebagai tindakan pemerintah berupa perizinan.
Motif atau tujuan perizinan lebih diarahkan pada
perlindungan objek perizinan. Motif atau tujuan
perizinan juga berkaitan dengan perlindungan
subjek atau pihak yang menerima perizinan sebagi
bagian dari produk hukum, perizinan tentunya
juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi
pihak yang menjadi subjek atau penerima suatu
perizinan berkenaan dengan keberlangsungan
kegiatan atau usaha yang menjadi objek perizinan
dari gangguan pihak lain.

Mengenai izin lingkungan, dinyatajs
oleh Drupsteen dikutip oleh Akib bahwa izin
lingkungan merupakan alat untuk menstimulasi
perilaku vang b@ untuk lingkungan (Akib,
2013, hal. 151). Jadi, segala aktivitas terhadap
suatu objek tertentu yang pada dasarnya dilarang
jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah/
pemerintah dacrah yang mengikatkan perannya
dalam kegiatan yang dilakukan oleh seorang
atau pihak yang bersangkutan. FVan é)er Pot.
izin dalam arti yang luas merupakan keputusan
yang memperkenankan dilakukan perbuatan apa
saja yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh
pembuat.

Setiap orang vang melakukan usaha dan/
atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-
UPLwajibmemilikiizin lingkungan, sebagaimana
diatur dalam UUPPLH Pasal 36 ayat (1) yang
menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan
yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan. Ketentuan dalam Pasal
109 UUPPLH menentukan dapat dipidana dengan
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pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp.3.000.000.000.- (tiga
liar rupiah) yang bisa disebut telah melakukan
tindak pidana izin lingkungan.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam
UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan
delik materiil yang tidak hanya diatur bagi pelaku
tetapi juga bagi pejabat negara. Menurut Rahmadi
(2[}14.“1. 224-233) delik materiil (generic
crime) adalah delik atau perbuatan yang dilarang
oleh hukum vyang dianggap sudah sempurna
atau terpenuhi bila perbuatan itu menimbulkan
akibat, scdang tﬁk formil (specific crime)
adalah delik yang sudah dianggap sempurna atau
terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa
mengharuskan adanya akibat dari perbuatan,

Delik matﬁ'il dalam UUPPLH adalah
tentang perbuatan yang menyebabkan pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu
memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-
aturan hukum administrasi seperti izin. Dalam
hal ini yang diancam pidana adalah “akibat dari
perbuatan,” yang termasuk dalam delik materiil
ﬂam UUPPLH yaitu Pasal 98, 99, dan 112.
Rumusan Pasal 98 ayat (1) untuk perbuatan yang
dilakukan dengan sengaja. Pasal 99 ayat (1)
perbuatan terjadi akibat kelalaian si pelaku.

De]ﬁ formil dalam UUPPLH adalah
tentang perbuatan yang melanggar hukum
terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi
untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak
diperlukanpencemaranatauperusakanlingkungan
hidup seperti delik materiil, tetapi cukup dengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi.
Dalam hal ini menunjuk pada “perbuatan yang

dilarang dan diancam pidana,” yang termasuk

dalam delik formil dalam UUPPLH yaitu Pasal
100-111 dan Pasal 113-115.

Berikut ini akan dikutip delik materiil dan
delik formil yang ditegaskan dalaméJUPPLH
adalah. yang termasuk delik materiil yaitu pada
Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH Tahun 2009
delik
vang dilakukan dengan sengaja atau karena

merumuskan lingkungan “perbuatan
kelalaiannya yang mengakibatkan baku mutu
udara ambien, baku mutu air. baku mutu air laut
atau kriteria baku mutu lingkungan hidup™ selain
itu, perbuatan itu juga dapat mengakibatkan orang
luka atau luka berat dan/atau bahaya keschatan
manusia atau matinya orang. Sementara itu
delik  lingkungan
sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak

Pasal 112 merumuskan
melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.”

Delik formil sebagimana diatur dalam Pasal
100-111 dan Pasal 113-113, yaitu:

a.  Pasal 100 ayat (1), melanggar baku mutu
air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu
gangguan.

b.  Pasal 101, dan/atau
mengedarkan produk rekayasa genetik ke

melepaskan

media lingkungan hidup yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan
atau izin lingkungan.

c.  Pasal 102, melakukan pengelolaan limbah
B3 tanpa izin.

d.  Pasal 103, menghasilkan limbah B3 dan
tidak melakukan pengelolaan.

¢.  Pasal 104, melakukan dumping limbah dan/
atau bahan media lingkungan hidup tanpa
izin.
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f Pasal 105 dan Pasal 106, memasukkan

limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah

Indonesia.
g, Pasal 107, memasukkan B3 yang dilarang
menurut peraturan perundang-undangan ke

dalam wilayah Indonesia.
h.  Pasal 108, melakukan pembakaran lahan.

109, melakukan usaha dan/atau
kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

i. Pasal

] Pasal 110, menyusun amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusunan amdal.

k. Pasal 111 (1), izin
lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL atau izin
usaha

lingkungan.

ayat pemberian

tanpa dilengkapi dengan izin

L. Pasal 113, memberikan informasi palsu.
menyesatkan, menghilangkan informasi,
merusak informasi atau memberikan

keteranganyang tidakbenaryangdiperlukan

dalam kaitannya dengan pengawasan dan
penegakan hukum yang berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

m. Pasal |14, penanggung jawab usaha dan/
atau kegiatan yang tidak melaksanakan
paksaan pemerintah.

n.  Pasal 115, mencegah, menghalang-halangi
atau menggagalkan pelaksanaan tugas
pejabat pengawas lingkungan hidup dan/
atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Terhadap perbuatan delik materiil atau
delik formiﬁ:lam ranah UUPPLH di atas bisa
diupayakan penegakan hukum lingkungan dengan
menggunakan instrumen hukum pidana di mana

substansi, wewenang kelembagma, dan prosedur
yang digunakan menggunakan ketentuan hukum
lingkungan kecuali jika hal itu tidak diatur secara
khusus dalam hukum lingkungan, maka yang
digunakan adalah ketentuan hukum pidana pada
umumnya, misalnyamengenailembaga peradilan,
personil dan hukum acara yang berlaku (Akib.
2011, hal. 48-49).

Delik izin lingkungan juga tidak talepas
dari asas legalitas yang berarti pembuat pidana
hanya akan dipidana, jika ia mempunyai
kesalahan dalam melakukan tindak pidana
tersebut schingga yang bersangkutan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi
sescorang dimintai pertanggungja“-'abmpidana
Jjika scbelumnya terbukti melakukan perbuatan
yvang dilarang dalam peraturan perundang-

undangan (Ali & Elvany, 2014, hal. 23)
Ketentuan pidana dalam UUPPLH meliputi

penyidikan. pembuktian, dan ketentuan mengenai
sanksi atau ancaman pidana. Kewenangan
penyidikan Wm UUPPLH dilakukan secara
terpadu oleh PPNS, kepolisian. dan kejaksaan di
bawah koordinasi menteri.

Pa]l 96 UUPPLH menentukan macam-
macam alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak
pidana lingkungan hidup terdiri atas: a) keterangan
saksi, b) keterangan ahli. ¢) surat, d) petunjuk, ¢)
keterangan terdakwa. dan atau f) alat bukti lain,
termasuk alat bukti Yapg diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Alat bukti lain meliputi:
informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima
atau disimpan secara elektronik, magnetik,
optik. dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau
alat bukti data, rekaman, atau informasi yang
dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat
dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu
sarana, baik yang tertuang di atas kertas. benda
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fisik apa pun selain kertas atau y ang terekam secara
elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau
gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, simbol atau perporasi yang
memiliki makna atau yang dapat dipahami atau
dibaca (Penjelasan Pasal 96 huruf f UUPPLH).

S@si atau ancaman pidananya dapat
berupa pidana penjara, denda dan tincﬂ(an tata
tertib sebagaimana telah dimuat dalam Pasal 119
UUPPLH yaitu:

a.  Perampasan keuntungan yang diperoleh
dari tindak pidana,

b.  Penutupan seluruh atau sebagian tempat
usaha dan/atau kegiatan,

c.  Perbaikan akibat tindak pidana,

d. Kewajibanmengerjakanapavangdilalaikan
tanpa hak, dan/atau

bawah
pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun,

e.  Penempatan perusahaan di

2.  Putusan Hakim

Putusanhakim (vonnis)sejatinyamerupakan
proses twkhir dari penegakan hukum khususnya
di sini hukum pidana dalam prosesgaeradilan
pidana. Sockanto mendefinisikan penegakan
hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan
yang terjabarkan dalam Kkaidah-

kaidah. pandangan-pandangan yang mantap

nilai-nilai

dan mengejawantahkannya dalam sikap tindak
sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup
(Rahayu, 2014, hal. 34).

Penegakan hukum pidana dilaksanakan
wlalui proses peradilan pidana. Secara singkat

proses peradilan pidana (criminal justice

process) dapat dikonsepkan sebagai proses kerja
aparat penegak hukum pidana dalam memeriksa
ah
atau tidak secara hukum yang bertahap mulai

terdakwa diduga melakukan kejahatan be

dari  penyclidikan/penyidikan,  penuntutan
sampai pada penentuan hukuman/putusan hakim.
Kepolisian bertanggung jawab melaksanakan
penyelidikan/penyidikan di luar

kejaksaan melaksanakan penuntutan dan hakim

pengadilan,

memberikan putusan bersalah tidaknya terdakwa
(Prasetvo & Tanya, 2011, hal. 26).

Jaksa penuntut umum memiliki tugas dan
wewenang di bidang pidana untuk melakukan
penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam
Pasal 14 huruf g jo. Pasal 137 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
di mana jaksa penuntut umum berwenang
melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang
didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam
daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara
ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jaksa
penuntut umum dalam melakukan penuntutan
terhadap terdakwa haruslah mﬁbual surat
dakwaan yang isinya mcmuat uraian secara
cermat, jelas, dan lengﬁ: mengenai tindak
pidana yang didakwakan mengenai pasal tindak

pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Hakim sebagai aparatur negara yang

melaksanakan peradilan harus benar-benar
mengetahui duduk perkara yang sebenarnya serta
peraturan yang mengaturnya untuk diterapmn.
baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis agar
putusan hakim menciptakan kepastian hukum
dan mencerminkan keadilan (Syahrani, 1998,
hal. 124).

KUHAPIndonesiamemberidefinisitentang
putusan pengadilan (vonnis) adalah pernyataan

216 |

Jumal igi edit amis ok indd 216

Ernal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015: 209 - 228

1012015 11:48:35 AM




Jumal igi edit amis ok indd 217

hakim vang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau
bebas. atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Pasal 1 butir 11 KUHAP).

Dalam praktik pemeriksaan perkara
pidana, hal yang paling mendasar dikedepankan
adalah mengenai hak-hak tersangka atau
terdakwa baik dari tingkau)enyidikan sampai
dengan tingkat peradilan, untuk membuktikan
bahwa ia tidak bersalah, ia dapat menggunakan
alat bukti sebagaimana telah ditentukan yang
pada akhirnya berdasar alat bukti tersebut akan
diambil keputusan (ﬁi hakim yang memeriksa
perkara. Khususnya dalam perkara pidana sesuai
Pasal 184 KUHAP macam alat bukti adal@
keterangan saksi (baik yang memberatkan (a
charge) amwn yvang meringankan terdakwa (a
de charge), keterangan ahli, surat. petunjuk. dan
keterangan terdakwa.

Berdasarkan pada alat bukti vang sah
tersebut, agar hakim dapat memberikan putusan
yang menjiwai nilai keadilan, ide hakim yang
berpikiran prowif juga sangat menentukan,
Ide berhukum progresif yang dicetuskan olch
Rahardjo menitikberatkan bahwa hukum untuk
manusia. Kejujuran dan ketulusan menjadi hal
utama putusan hakim. Kepentingan manusia
(kesejahteraan. kebahagiaannya. dan harga diri
serta kemuliaan manusia) menjadi titik tujuan
hakim memutuskan perkara (Rahardjo, 2006, hal.
188).

Putusan hakim yang progresif bisa
dilakukan melalui metode penemuan hukum
yang bersifat visioner untuk kepentingan jangka
panjang, melakukan terobosan (rule breaking)
dan

berpedoman pada hukum, kebenaran,

keadilan (Rifai, 2011, hal. 93). Salah satu bentuk
sikap hakim tersebut adalah dengan cara wltra
pelita vaitu bertindak melebihi dari yang dituntut
demi keadilan.

Perlindungan hukum Kkhususnya dalam
aspek lingkun gﬁapat diberikan oleh pengadilan
melalui putusan hakim, dalam setiap penyelesaian
sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan
atas gugatan masyarakat b‘a secara administrasi.
perdata maupun tuntutan pidana terhadap tindak
pidana (delik) lingkungan yang diatur dalam
UUPPLH.

6]
UUPPLH ditetapkan untuk menjamin

kepastian hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan yang baik dan schat scbagai bagian
dari perlindungan terhadap keseluruhan ekos&m
(konsideran menimbang huruf f UUPPLH). Pasal
65 ayat (1) UUPPLH menetapkan bahwa setiap
orang berhak atas lingkungan hidup vang baik
dan sehat sebagai bagian daer asasi manusia,
di samping itu pula dalam Pasal 67 UUPPLH
mengatur bahwa setiap orang berkewajiban
memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
serta mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

II. METODE

Metode penulisan yang digunakanadalah

kajian normatif yaitu hukum dipandang sebagai
kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan (Ali & Heryani, 2012, hal. 1).
Dalam kajian hukum normatif, hukum dipandang
sebagai norma baik yang berwujud positif (ius
constitutum) ataupun yang belum dipositifkan (ius
constituendum) (Wignjosocbroto, 2013, hal. 77).
Pandangan senada juga dijelaskan oleh Sidharta
vang dikutip oleh Susanto, metode penelitian
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normatif adalah metode penelitian doktrinal

dengan optik perspektif untuk secara hermeneutik
menemukan kaidah hukum yang menentukan apa
yang menjadi kewajiban dan hak vuridis subjek
hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu
berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum
yvang berlaku yang dalam implementasinya dapat
memanfaatkan ilmu-ilmu sosial (Susanto, 2015,
hal. 7).

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis
normatif yakni melalui pendekatan undang-
undang (sfatute approach) dengan menelaah
undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang ditangani dan
pendekatan analisis konap hukum (analytical and
conceptual approach) beranjak dari pandangan
dan doktrin yang berkembang didalam ilmu
hukum (Marzuki, 2010, hal. 93). Mempelajari
pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum,
peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan
pengertian, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
Pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-
b)nsep tentang analisis yuridis normatif terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.
Sus/2012.

Langkah penulisan dengan penemuran
secara teoritik dan asas-asas preferensi hukum
terhadap bﬁan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan
hukum yang mempunyai kekuatan mengikat
secara umum dan sumber bahan hukﬁn primer
tersebut berupa keputusan pengadilan dan terkait
dengan keputusan tersebut akan dianalisis yang
akan dijadikan pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara yang berkaitan dengan
delik izin lingkungan, penegakan sanksi pidana
lingkungan.

Bahan hukum sckunder yang digunakan
untuk membantu memahami berbagai konsep
hukum dalam bahan hukum primer, analisis
bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum
sckunder yang diperoleh dari berbagai sumber
baik jurnal, buku-buku, makalah. serta karya
ilmiah lainnya mengenai konsep delik izin
lingkungan, putusan hakim serta sanksi pidana
lingkungan dalam kaitannya dengan delik izin
lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi kepustakaan.

Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif

yaitu analisis hukum yang mendasarkan
pada penalaran hukum (legal reasoning) dan
argumentasi  hukum (legal argumentation)
mengingaadata vang terkumpul adalah data
kualitatif. Diuraikan secara bermutu dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, dan logis schingga
memudahkan pemahaman data (Muhammad.

2004, hal. 127).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah sebuah instrumen untuk
mengarahkan manusia di dalam hal-hal yang
dapat memenuhi kebutuhan bersama dan yang
umum bagi mercka. Hukum hanya menyoroti
nilai-nilai yang mendekati kebutuhan umum
dan bersama seperti perlindungan, keteraturan
(Davitt, 2012, hal. 41. 43).

Pada masa kini kaidah hukum itu banyak
ditetapkan olch kekuasaan yang berwenang yang
dirumuskan dalam bentuk kaidah hukum tertentu
(Sidharta, 2013, hal. 7). Bentuk kaidah hukum
tersebut dalam haﬁni antara lain adalah UUPPLH
ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum dan
memberikan perlindungan terhadap hak sectiap
orang untuk mendapatkan lingkungan yang
baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan

218 |

Ernal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015: 209 - 228

1072015 1104836 AM




terhadap keseluruhan ckosistem (konsideran

menimbang huruf f UUPPLH).
Pasal 65 avat (1) UUPPLH menetapkan

bahwa setiap orang berhak atas lingkungan
hidup yang baik dan schat sebagai bagian dari

asasi manusia, di samping itu pula dalam
Pasal 67 UUPPLH mengatur bahwa setiap
orang berkewajiban memelihara kelestarian
fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan
pencemaran dan/atau kerusakan
hidup.

lingkungan

Perlindungan hukum khususnya oleh
wgadilan dapat dirasakan dalam setiap
hidup
melalui putusan hakim pengadilan atas gugatan
masyarakat sccara administrasi, perdata maupun

penyelesaian  sengketa  lingkungan

tuntutan pidana terhadap tindak pidana (delik)
UUPPLH sebagai upaya penegakan hukum
lingkungan.

Ketentuan izin lingkungan sebaﬁi syarat
izin usaha sebagai upaya preventif. Demikian
pula pejabat pengawas yang tidak melakukan
pengawasan dengan baik schingga suatu usaha
melakukan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan memberi
informasi palsu, menghilangkan atau merusak

hidup.  selanjutnya
informasi yang diperlukan dalam pengawasan
dan penegakan hukum juga dapat dipidana.

Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH
yang baru sebagaimana telah diuraikan tidak
hanya mengatur perbuatan pidana pencemaran
dan/atau perusakan (generic crimes) atau delik
materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 98
dan (3): Pasal 99 ayat (2) dan (3): dan
Pasal 108, akan tetapi mengatur juga perbuatan
pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau

ayat (|

komponen lain yang berbahaya dan beracun,
serta mengelola B3 tanpa izin (specific crimes)

atau delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal
98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) sampai dengan Pasal
109.

5]
UUPPLH.
merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha

Dalam izin  lingkungan
dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha
dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum,
terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin
lingkungan. Untuk mendapatkan izin lingkungan
maupun izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau
badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-
syarat dan memenuhi prosedur administrasi.
Menurut Utama yang dikutip oleh Helmi,
bahwa pembebanan untuk mengintegrasikan
pertimbangan lingkungan hidup dalam proses
pembangunan, dalam hal ini termasuk di
dalamnya perizinan kegiatan atau usaha yang
memanfaatkan lingkungan hidup (Helmi, 2012,

hal. 164).

Terkait dengan Putusan Nomor 357/
Pid.B/2010 PN.Manado dalam memori kasasinya
menurut  jaksa/penuntut umum berpendapat
pembebasan terdakwa VP dari segala dakwaan
adalah bukan merupakaxepembebasan murni,
karena dalam tanggapan jaksa penuntut umum
bahwa dalam putusan majelis hakim Penwilan
Negeri Manado hanya menilai penjelasan saksi a
de charge terdakwa dan tidak menilai keterangan
saksi-saksi sesuai berkas perkara yang diajukan
di dalam persidangan.

hak terdakwa

mengajukan saksiﬂ de charge, hal itu bisa

Ditinjau  dari untuk
dibenarkan karena dalam proses pemeriksaan di
persidangan. penyidik dapat meminta keterangan
dari saksi yang memberatkan terdakwa dan
terdakwa pun berhak meminta agar dihadirkan
saksi yang meringankan atau a de charge. Pasal

116 ayat (3) dan (4) KUHAP menerangkan, dalam
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pemeriksaan tersangka atau terdakwa dinyatakan
apakah menghendaki saksi yang meringankan
atau saksi yang dapat menguntungkan baginya
atau yang disebut saksi a de charge. Hal ini
dilakukan dengan alasan karena tersangka
berhak melakukan pembelaan terhadap dakwaan
vang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan
seorang saksi, dan karena pada umumnya para
saksi itu memberatkan tersangka. Bila terdakwa
menghendakiadanyasaksiyang meringankan atau
a de charge, maka penyidik wajib memeriksanya
dicatat dalam berita acara, dengan memanggil
dan memeriksa saksi tersebut.

Pengertian dari saksi @ de charge adalah
saksi yang diajukan olch terdakwa di dalam
persidangan ataupun tahap pemeriksaan untuk
memberikan keterangan yang menguntungkan
bagi dirinya. Saksi a de charge dalam KUHAP
diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang berbunyi:
berhak
mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau

“Tersangka atau terdakwa untuk
seorang yang memiliki keahlian khusus guna
memberikan keterangan yang menguntungkan

bagi dirinya.”

Menjadi hal yang kontroversi jika membaca
tuntutan pidana jaksa/penuntut umum pada
Kejaksaan Negeri Tondano tanggaﬁl Februari
2011 yaitu menyatakan terda]w VP telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup” selmaimana dimaksud
dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPi@a. jaksa
tidak menyertakan terdakwa telah melakukan
tindak pidana yang diancam dengan Pasal 109
UUPPLH padahal dabm tuntutannya jaksa
menyebutkan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat

(1) UUPPLH, sedangkan Pasal 36 ayat (1) dan
Pasal 109 UUPPLH berkaitan.

Jadi bisa dikatakan bahwa jaksa/penuntut
umum dalam hal ini tidak cermat. Pasal m
KUHAP telah memperingatkan supaya hal
yang harus dimuat dalam surat dakwaan harus
cermat, jelas, cb lengkap mengenai delik yang
didakwakan.
secara cermat dan jelas. hal itu tidak ditentukan

Bagaimana cara menguraikan
dalam KUHAP. Penunjukan pada pasal-pasal
vang didakwakan juga menjadi hal yang harus
dicerma@erdasar penguraian fakta-fakta karena
sangat penting untuk mengetahui pasal yang
mana yang didakwakan dan arti perbuatannya
menurut pasal dalam ranah hukum pidana.

Jika hanya Pasal 99 ayat (1) UUPPLH
vang didakwakan olch jaksa, dalam hal imsama
sekali tidak berkorelasi dengan Pasal 36 avat (1)
UUPPLH karena Pasal 99 UUPPLH&rmasuk
delik materiil (generic crime) di mana perbuatan
melawan hukum yang menyebabkan pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup vang tidak
memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-
aturan hukum administrasi seperti izin.

Pasal ‘)&aa}*at (1) UUPPLH merupakan
delik materiil karena yang diancam pidana adalah
akibat dari kelalaian berupa dilampauinya baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut atau kriteria baku mutu lingkungan hidup,
yang mengakibatkan hilangnya nyawa. luka atau
gangguan kesechatan. Harus dibuktikan adalah
perbuatannya apakah benar mengakibatkan
hilangnya nyawa, luka atau gangguan keschatan.
Di mana dalam amar putusan judex facti unsur
dilampaui mutu udara ambeien serta baku mutu
lainnya tidak terbukti.

Pasal 36 ayat (1) meru@kan perintah atau

suruthan yang menentukan setiap usaha dan/
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atau kegiatan yvang wajib memiliki amdal dan
UKL/UPL wajib memiliki
Harus dibuktikan adalah apakah usaha dan/atau
kegiatan itu memiliki izin atau tidak. Jadi tidak
ada korelasi antara pembuktian perbuatan berupa

1zigws lingkungan.

kelalaian dengan membuktikan izin. Apalagi
berdasar hasil pemlﬁtian di pengadilan ternyata
terdakwa dalam melakukan usaha dan/atau

kegiatannya tidak mempunyai izin.

Terdakwa &bih tepat seharusnya juga
didakwa dengan Pasal 109 UUPPLH, yang
menentukan setiap orang vang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling a 3 (tiga) tahun dan
dendapalingsedikitRp.1.000.000.000.-(satumiliar
rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.-
Q’ga miliar rupiah). Pasal tersebut merupakan
delik formil (specific crime) yaitu perbuatan yang
melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum
administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya
delik formil tidak diperlukan pembuktian telah
terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan
hidup seperti delik materiil (d
UUPPLH yang didakwakan), tetapi cukup dengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi

m hal ini Pasal 99

dalam hal ini izin. Jadi dengan kata lain harus
dibuktikan dulu apakah tindakannya mempunyai
izin, dan pada kasus ini terbukti terdakwa selama
ini tidak mempunyai izin lingkungan yang
berakibat juga tidak memiliki izin usaha, Bisa
diperjelas. usahanyva tidak akan beroperasi atau
dicabut dan berakibat delik Pasal 99 ayat (1)
UUPPLH tidak akan terjadi.

Hal yang kontroversi pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012
tersebut selain kekurangcermatan dakwaan dari
jaksa/penuntut umum, hal kurang cermat dan

terkesan berpandangan sempit juga ditemukan
dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim. Jika
kita tinjau tuntuan jaksa, vaitu selain terdakwa
telah didakwa melanggar Pasal 99 ayat (1)
UUPPLH. juga didakwa dengan Pasal 36 ayat (1)
UUPPLH yang sebenarnya terkait dengan Pasal
109 UUPPLH, tetapi dalam putusan itu tera-'ata
hakim hanya memutus tindak pidana pada Pasal
99 ayat (1) UUPPLH dengan mengabai]m Pasal
109 UUPPLH yang berkaitan dengan Pasal 36
ayat (1) UUPPLH.

Pertimbangan hukum  putusan yang
membebaskan terdakwa  ini men_vampﬁ\'an
bahwa, berdasarkan hasil pemantavan UKL
(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan
UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup)
terhadap pwnakan VP, yang dilakukan dengan
kerjasama Pusat Penclitian Lingkungan Hidup
dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Lembaga
Penelitian Universitas Sam Ratulangi Manado
di mana menunjukkan tidak ada pencemaran
lingkungan yang melebihi batas baku mutu
dan juga dikuﬁm dengan keluarnya Surat
660/BLH/38/111-2010

tanggal 23 Maret 2010 yang dikcluarkan Kepala

Rekomendasi  Nomor
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
yang mengacu pada dokumen UKL dan UPL.

Berdasarkan bukti di persidangan bahwa

izin usaha yang dikeluarkan Departemen
Perdagangan dengan Tanda Daftar Perusahaan
Nomor 18025101774 tertanggal 28 Januari 1989
berakhir tanggal 28 Januari 1994 dengar@tentuan
tanda daftar perusahaan berlaku hanya lima tahun
dan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum
masa berlaku berakhir wajib diperbaharui. Sesuai
dengan ihwal tuntutan, bahwa sampai perkara
ini diajukan yaitu tahun 2010 terdakwa tidak
memperbaharuinya, demikian juga dengan izin
dariDepartemen Perindustrian RepublikIndonesia
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Direktorat Jenderal Industri Kecil dalam Surat
Tanda Pedaftaran Industri Kecil Nomor 71-1/
Kandep.02/12.00.01/X/1993 tanggal 21 Oktober
1993, dengan ketentuan pymegang surat tanda
pendaftaran industri kecil ini agar menyampaikan
informasi industri dengan mengisi formulir Pdf.
II1.IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31
Januari tahun berikutnya, dan hal ini juga tidak
dilakukan terdakwa.

Semua saksi. baik saksi dari penuntut
umum dan yang dihadirkan oleh terdakwa
(saksi a de charge) menyatakan tidak tahu
jika usaha terdakwa mempunyai izin dan
hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang
diperkuat oleh saksi ahli RAW dan MAA. yang
dibenarkan oleh terdakwa. Saksi ahli tersebut
telah melakukan peninjavan dan pemeriksaan
terhadap usaha peternakan ayam milik terdakwa
di mana dalam usaha peternakan ayam tersebut
tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL/
]@L (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), UKL
(Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup). dan
UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Izin usaha peternakan ayam milik terdakwa
sejak tahun 1991 tidak pernah diperpanjang, dan
tidak pernah membuat laporan secara tertulis ke
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa.
Temuan yang ada di lokasi dan izin usaha yang
diberikan hanyalah untuk usaha peternakan ayam
vang berakhir tahun 1994. namun kenyataan di
dalamnya sudah ada peternakan burung walet
vang belum ada izin usahanya.

Izin usaha peternakan kandang ayam milik
terdakwa hanya berlaku sampai dengan tahun
1994 dan tidak pernah memberikan laporan
secara periodik ataupun memperpanjang izin
usaha kepada instansi yang berwenang, setelah
masyarakat melakukan komplain terhadap usaha
peternakan kandang ayam milik terdakwa pada

tanggal 11 September 2009 barulah terdakwa

mengurus atau memperpanjang izin usaha
peternakan kandang ayam, sedangkan peternakan
sarang burung walet tidak ada izin dari yang
berwenang. Jadi pengoperasian peternakan ayam
terdakwa terus berlanjut sampai pada tahun 2010,
sedangkan selama tahun 1994 s.d. 2009 setelah
masyarakat Desa Taleli melaporkan ke pihak
kepolisian, terdakwa tidak pernah mengurus izin
dari pemerintah dalam pembuatan AMDAL/

UKL/UPL.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/
Pid.Sus/2012 yang membenarkan Putusan Nomor
357/Pid.B/2010  PN.Manado.
terdakwa VP dari scgala dakwaan berdasarkan

membebaskan

hasil pemantavan UKL (Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup) terhadap peternakan VP, yang
ﬁakukan dengan kerjasama Pusat Penelitian
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
(PPLH-SDA) Lembaga Penclitian Universitas

Ratulangi Manado di mana menunjukkan
tidak ada pencemaran lingkungan yang melebihi
batas baku mutu dan juga dikuﬁan dengan
keluarnya Surat Rekomendasi Nomor 660/
BLH/38/11-2010 tanggal 23 Maret 2010 yang
dikeluarkan Kepala Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Minahasa yang mengacu pada
dokumen UKL dan UPL.

Putusan tersebut tidak dapat diterima karena
scmua izin di atas yang menjadi dasar putusan,
diperoleh terdakwa pada saat pemeriksaan kasus
di pengadilan untuk keperluan pembuktian
apakah memenuhi unsur Pasal 99 ayat (1) atau
tidak. Dengan demikian usaha yang selama ini
dijalankan olech terdakwa tidak pernah lmniliki
izin usaha, yang berarti telah melanggar Pasal 36
ayat (1) UUPPLH yamdidak\\fakan dan berakibat
bisa dipidana sesuai Pasal 109 UUPPLH.
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Pasal 36 ayat (J@UUPPLH menetapkan
bahwa izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap
orang yang dalam kegiatan usahanya wajib
memiliki AMDAL atau UI%—UPL‘ Pasal 1
angka 2 menyebutkan bahwa analisis mengenai
dampak lingkungan adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang  menyclenggarakan  usaha/kegiatan.
Sedangkan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL-
UKL) adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usaha/kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
usaha  dan/atau

tentang  penyelenggaraan

kegiatan.

Konsekuensi  bagi piham yvang tidak
memenuhi izin lingkungan yang telah ditentukan
dalam Pasal 36ayat (1) UUPPLH d@ur padaPasal
109 UUPPLH yang menetapkan bahwa: ~Setiap
orang vang melakukan usaha dan/atau kegiatan
tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp.1.000.000.000.- (satu miliar
rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,-
(tiga miliar rupiah).”

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal
109 UUPPLH tersebut, yang oleh ketentuan
Pasal 97 UUPPLH dinyatakan hal itu merupakan
kejahatan. ada dua unmﬁ:lalam rumusan Pasal
109 UUPPLH tersebut. yaitu unsur objektif dan
unsur subjektif. Unsur objektif berupa melakukan
usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin
‘lingkungan,” sedangkan unsur subjektif adalah
setiap orang (Ali & Elvany, 2014, hal. 24).

Pengusaha yang tidak memiliki izin lingkungan

dikategorikan telah melakukan tindakan pidana
(delik).

Apalagi  berdasar  faktanyva  sangat
memperkuat Pasal 109 UUPPLH, ini dapat
dikenakan pada tcrdakwa karcna scbelumnya
terdak‘“ telah melakukan perbuatan aktif
berupa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa
izin lingkungan. Jadi secharusnya secara logika
bagaimana mungkin terdak\\miiperiksa terbukti
atau tidak melakukan delik pada Pasal 99 ayat
(1) UUPPLH sedangkan usaha yang dilakukan
tidak mempunyai izin atau kegiatan usahanya
tidak memenuhi Pasal 36 ayat (1) UUPPLH, bisa
ditafsirkan kegiatan usahanya batal demi hukum.

Menurut Rifai, enjatuhan pidana oleh
hakim terhadap pelaku tindak pidana pada
dasarnya harus mempertimbangkan segala aspek
tujuan, perfama sebagai upaya untuk melindungi
masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang
dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini ancaman
éﬂ‘i polusi dan pencemaran lingkungan. Kedua
scbagal upaya preventif agar masyarakat luas
tidak melakukan ti
vang dilakukan oleh pelaku, jadi dalam hal ini

pidana sebagaimana

pelaku usaha akan mer’atuhi untuk mengurus
izin usahanva. Ketiga, mempersiapkan mental
masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan
dan pelaku kejahatan, pelaku masih bisa diterima
dalam masyarakat (Rifai, 2011. hal. 112).

Begitu pula apa vang diungkapkanﬂeh
Soetono yang dikutip oleh Mulyadi tentang sikap
secorang hakim secps§ idealis cukup penting
eksistensinya yaitu sikap seorang hakim yang
bisa berpikir ilmiah: logis, sistematis, tertib,
Sabda Pandita Ratu: putusannya harus bisa
dipertanggungjawabkan sccara yuridis, sosiologis
dan filosofis (Mulyadi, 2012, hal. 143). Dengan
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berpijak pada pendapat tersebut hakim dalam
kasus di atas tentu bisa lebih mendahulukan
kepentingan masyarakat dengan memperhatikan
bukti-bukti di pengadilan agar didapat putusan
hakim yang adil. Keadilan adalah perjuangan,
hakim
sebagai pejuang hukum. Sebagai pejuang, hakim

scharusnya mengidentifikasi dirinya
tidak hanya menjalankan hukum secara rutin,
tetapi selalu berusaha mendekatkan hukum
kepada keadilan. Kearifan hakim bila membaca
kaidah dengan berusaha menvelam ke dalam
spirit, asas, tujuan hukum, dan mendialogkannya
dengan konteks (Putro. 2011, hal. 261).
1

Bila dikaitkan dengan gurusan Mahkamah
Agung Nomor 258 KfPid.Susfﬁz ini, hakim
bisa menggunakan interpretasi sistematis yaitu
penafsiran dengan menghubungkan antar pasal
ﬁam suatu peraturan hukum serta mengaitkan
@gan pasal-pasal lain dalam undang-undang.
Pasal yang terdapat dalam sebuah undang-undang
memiliki hubungan antara vang satu dengan yang
lainnya atau menjelaskan antarawsal yang satu
dengan yang lainnya. Hakim harus membaca
undang-undang dalam keseluruhannya, tidak
boleh mengeluarkan suatu ketentuan lepas dari
keseluruhannya, tetapi kita harus meninjaunya
dalam hubungannya dengan pasal lain agar

mengerti maksudnya.

Jadi apa yang menjadi dakwaan jaaksw’
penuntut umum dalam hal ini yaitu Pasal 36
ayat (1) UUPPLH secara sistemal'a hakim
dapat menafsirkan sebagai dasar bagi Pasal 109
UUPPLH. yang menentukan:
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa

“Setiap orang

memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan

paling banyaﬁips.000.000.000.- (tiga miliar
rupiah).” Jadi dalam hal ini hakim diperbolﬁ&an
memutus lebih dari yang diminta oleh jaksa/
penuntut umum, di mana jaksa tidak membﬁ'kan
dakwaan Pasal 109 UUPPLH pada terdakwa tetapi
hakim memutus bahwa terdakwa telah bersalah
melakukan tindak pidana Pasal 109 UUPPLH.

Tugas hakim sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya bisa diwujudkan dengan cara
berhukum hakim yang progresif. Hakim yang
progresif beranjak pada ;algertian pertama,
penegakan hukum vyang progresif memiliki
dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah
sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan
manusia kepada kehidupan _vanmdil, scjahtera,
dan membuat manusia bahagia. Berdasarkan hal
itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas,
vaitu: untuk harga diri manusia, kebahagiaan,
kesejahteraan, dad\'emuliaan manusia (Rahardjo,
2010, hal. 61). Itulah sebabnya ketika terjadi
permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah
yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia
yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam
skema hukum (Rahayu, 2014, hal. 113).

Apabila  dikaitkan dengan  Putusan
Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012,
makahakim dinilai tidak berhukum yang progresif.,
putusan tersebut

bukti yang ada berupa izin lingkungan yang

tidak mempertimbangkan

dimiliki terdakwa kapan pembutannya. hakim
hanya memperhatikan adanya surat izin vang
dimiliki terdakwa padahal pembuatan izin itu
setelah perkara diajukan. Hakim terjebak pada
skema adanya izin yang dimiliki terdakwa tanpa
meninjau kapan pembuatan izinnya.

Kedzcca hakim yang progresif akan

senantiasa menolak segala anggapan bahwa
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institusi hukum sebagai institusi vang telah
final dan mutlak, sebaliknya penegakan hukum
progresif percaya bahwa institusi hukum selalu
berada dalam proses untuk terus menjadi (law as
yrrocess. law in the making). Akibatnya hal ini
akan mempengaruhi pada cara berhukum kita,
vang tidak akan sekedar terjebak dalam "kepz&'an
undang-undang,” status gquo dalam hukum. Pada
saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema
yang final, maka hukum tidak lagi tampil scbagai
solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan
manusialah yang dipaksa untuk memenuhi
kepentingan kepastian undang-undang (Rahardjo.
2010, hal. vii).

Hal ini bisa ditunjukkan sccara spesifik
dan konkret pada pencrapan atau peclaksanaan
undang-undangnya ﬁJUPPLH) dalam suatu
kasus di pengadilan (Putusan Mahkamah Agung
Nomor 258 K/Pid.Sus/2012) karem putusan
ini bisa jadi dasar hukum terhadap kasus-kasus
vang sama lainnya. Dalam hal ini hakim hanya
terjebak pada pasal yang didakwakan tanpa
mau menelusuri lebih lanjut kaitan pasal yang
didakwakan dengan pasal lainnya.

Ketiga,  penegak  hukum

gagnem patkandirisebagaikekuatan“pembebasan™

progresif

vaitu membebaskan diri dari tipe, cara berwr,
asas. dan teori hukum yang legal-positivis. Ada
keberanian melakukan rule breaking dan keluar
dari rutinitas penerapan hukum. ouf of the box
lawyering. Penegakan hukum tidak berhenti pada
menjalankan hukum secaraapaadanya, melainkan
menjadi tindakan kreatif demi penegakan hukum
yang penuh keadilan (Rahardjo, 2010, hal. 169).

Putusan hak'@ ini hanya berdasar pada
tuntutan pidana jaksa/penuntut umum yang
nyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak
pidana dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat(1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, hakim hanya
memutus perkara berdasar bunyi dakwaan tanpa
ada tindakan kreatif menclusuri pasal lainnyayang

cait dengan dakwaan yaitu terdakwa juga telah
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
Pasal 109 UUPPLH yang berkaitan dengan Pasal
36 ayat (1) UUPPLH.

Khususnya dalam hal ini dengan putusan
hakim yang progresif, masyarakmmendapatkan
perlindungan hukum berupa akses keadilan
dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat dengan tidak mengabaikan
izin lingkungan terhadap usaha/kcgiatan yang
memerlukanizin lingkungan. Secara internasional
hak ini juga mendapat pengakuan mulai dari
Deklarasi  Stockholm, Deklaraswio, sampai
pada pengakuan terakhir dalam sidang Komisi
Tinggi HAM bulan April 2001 yang disebutkan
bahwa setiap orang memiliki hak hidup di dunia
yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan
degradasi lingkungan hidup (Akib. 2013, hal.
107).

Upaya mencapai keadilan dalam memutus
perkara, hakim dituntut untuk lebih progresif
dengan cara memutus tidak hanya dengan melihat
apa vang didakwakan tetapi bisa melakukan
lompatan terhadap kasus yang terbukti dalam
pemeriksaan di pengadilan demi keadilan., dan
hal itu bisa dilakukan melalui w/tra petita.

Hakim dalam perkara pidana tidak hanya
bertujuan mendapatkan kebenaran formil tapi
juga kebenaran materiil. oleh karenﬁu dalam
perkara pidanadibolehkan melakukan ulira petita.
Ultra Petita dalam hukum formil mengandung
pengertian sebagai penjatuhan putusan atas
perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan
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lebih daripada vang diminta. Ketentuan ini
berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3)@[1{
serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg. 27, yang
melarang hakim memutus perkara melebihi yang
dituntut/yang berarti non uitra petita (Siallagan,
2010, hal. 74).

Seharusnya hakim tidak memutus perkara
terdakwa dengan putusan bebas, tetapi terdakwa
telah terbukti melakukan delik pada Pasal
109 UUPPLH karena selama ini kegiatannya
memang tidak mempunyai izin, meskipun hal
tersebut tidak dicantumkan dalam tuntutan jaksa/
penuntut umum. Dalam kasus ini w/tra petita bisa
dilakukan hakim di mana terdakwa yang dituntut
dengan Pasal 99 ayat (1) UUPPLH yang ternyata
tidak terbukti tetapi dalam pemeriksaan perkara
di pengadilan terdakwa terbukti melanggar Pasal
36 ayat (1) UUPPLH hal itu berdasar pengakuan
terdakwa bahwa segala perizinan masih dalam
proses dan diakui selama ini tidak mempunyai
izin lin%ngan terlebih izin usaha sehingga bisa
diputus melakukan tindak pidana Pasal 109 ayat
(1) yang tidak menjadi tuntutan jaksa/penuntut

umum,
Hal ini juga bisa dijadikan dasar juga untuk

kasus-kasus selanjutnya, di mana usaha dan/atau
kegiatan yang wajib amdal dan UKL/UPL baru
akan urus izin lingkungan dan izin usahanya
jika sudah ada tuntutan delik di salah satu pasal
dalam UUPPLH yang berakibat masyarakat tidak
mendapatkan kepastian hukum atas kejahatan
lingkungan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

tanggal 17 Maret 1971 %nor 499 K/Sip/1970.,
yang berpendapat bahwa pengadilan negeri boleh
memberi putusan yang melebihi apa yang diminta
dalam hal adanya hubungan yang crat satu sama
lainnya. Dalam hal ini asas non ultra petita

tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam
menjalankan tugasnya harus bertindak secara
aktif dan selalu harus berusaha agar memberikan
putusan yang benar-benar adil.

Pada hakikatnyas hakim adalah untuk
mencgakkan keadilan. Hakim dalam menjalankan
tugasnya diberikan kebebasan kemandirian yang
dijamin un@g-undang (Rifai, 2011, hal. 104).
Selain itu hakim wajib menggali, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai luhur dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor @Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Hukum dituntut untuk
memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch
discbut nilai-nilai dasar dari hukum vaitu
keadilan, kegunaan, dan kepastian (Rahardjo,
2010, hal. 18). Khususnya di sini akan lebih
ngedepankan keadilan karena keadilan akan
menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan
memberi kehidupan pada norma sehingga jika
keadilan ini menjadi ruh maka hukum anadi
tubuhnya. Tanpa ruh tubuh akan mati, jika ruh
dan tubuh dapat berjalan seiring akan ada harmoni
dalam kehidupan (Mahmutarom, 2009, hal. 33).

Hakim harus mengupayakan keadilan,
scsuai dengan dapat yang dinyatakan olch
Susanto, bahwa sebuah keputusan akan menjadi
adil apabila diambil melalui scbuah s
interpretasi hukum. Interpretasi hukum harus
dilakukan terus menerus agar sebuah keputusan
adil dapat diambil tanpa hal tersebut keputusan
tidak dianggap adil meskipun sahih. Artinya
sctiap keputusan adalah peristiwa yang dijamin
dengan muah aturan. Lebih lanjut lagi menurut
Susanto momen pengambilan keputusan bukanlah
kontinum di mana orang mempertahankan
waktu tetapi sebuah keputusan yang adil harus
merobek dan membangkang terhadap berbagai
dialektika. Meskipun dalam pendapatnya yang
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lain Susanto mematakan bahwa makna keadilan
tidak menentu, keadilan tidak dapat dilukiskan,
keadilan tidak hadir tetapi juga tidak absen.
keadilan adalah sebuah gerakan yang tidak dapat
dibckukan (Susanto, 2010, hal. 289-290). Jadi
untuk mengupayakan keadilan hakim harus lebih
berani dan aktif dengan tidak mengesampingkan
hati nurani karena sebuah keputusan adil ataukah
tidak bisa dirasakan dengan hati.

IV. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258
K/Pid.Sus/2012 yang membenarkan Putusan
Nomor 357/Pid.B/2010 PN.Manado, dengan
membebaskan terdakwa VP dari segala dakwaan
karena delik dalam pasal yang didakwakan tidak
terbukti (Pasal 99 ayat (1) UUPPLH., tapi ternyata
dalam pemeriksaan perkara di
delik dalam pasal lainnya terbukti (Pasal 109
UUPPLH).

pengadilan

Dalam halinihakim telah mengabaikandelik
izin lingkungan yang telah terbukti di persidangan
sehingga tidak memberikan perlindungan hukum
bagi masyasakat. Terkait akses keadilan dalam
memenuhiEk atas lingkungan hidup yang baik
dan schat. Hakim cenderung berpikiran sempit
tidak mempertimbangkan dari aspek tujuan

negakan hukum pidana, antara lain sebagai
upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman
suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
karena ancaman tidak melaksanakan Pasal 36
ayat (1) UUPPLH adalah ancaman pidana Pasal
109 UUPPLH dan seluruh tindak pidana dalam
UUPPLH adalah kejahatan (Pasal 97 UUPPLH).

Putusan ini juga bisa dijadikan dasar untuk
kasus-kasus selanjutnya. di mana pihak yang
elakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal dan UKL/UPL tidak akan mengurus izin,

mereka baru akan mengurus izin lingkungan dan
izin usahanya jika sudah ada tuntutan delik di
salah satu pasal dalam UUPPLH vang berakibat
masyarakat tidak mendapatkan kepastian dan
perlindungan hukum atas kejahatan lingkungan

DAFTAR ACUAN

Akib. M. (2014). Hukum linglungan perspefktif global

& nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

. (2011). Penegakan hukum linglungan
dalam  perspekiif  holistik-ekologis. Bandar

Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

(2013).  Politike  hukum
dinamika & refleksinya dalam produk hidaum
otonomi daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

linghungan

7
Ali, A., & Heryam, W. (2012). Menjelajahi kajian
empiris terhadap hukum. Jakarta: Kencana.

All, M., & Elvany, A. 1. (2014). Hulum pidana

lingkungan  sistem  pemidanaan  berbasis

konservasi linglungan hidup. Yogyakarta: UII

Press.

Davitt, T. E. (2012). Nilai-nilai dasar di dalam hukum .
Y, Santoso (Ed.). Yogyakarta: Mitra Setia.

Hardjasoemantri, K. (2009). Hukum tata lingkungan.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Helmi. (2012). Hukum perizinan lingkungan hidup.
Jakarta: Smar Gralika.

Mahmutarom. (2009). Rekonstruksi konsep keadilan.

Semarang: Badan Penerbit  Universitas

Diponegoro.

Mar)-'an', S. (2009, September). Penyelesaian sengketa

lingkungan hidup sebagai sarana penegak

gelik Izin Lingkungan yang Terabaikan (Derita Prapti Rahayu)

Jumal igi edit amis ok indd 227

&

| 227

1072015 1104836 AM




hukum lingkungan keperdataan. Jurnal

Masalah-Masalah Hukum, Jilid 38 No. 3.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Surabaya:
Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta:
Rineka Cipta.

Muhammad, A. K. (2014). Hulkum & penelitian
hitkum. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Mulyadi, L. (2012). Bunga rampai hukum pidana
perspektif teoretis & praktik. Bandung:

Alumni.

Prasetyo, D. L., & Tanya. B. L. (2011). Hukum etika &
keluasaan. Yogyakarta: Genta Publising.

Prastowo, B. (2006, Juli). Delik formil/materil,
sifat melawan hukum formil/materill &
tindak

pidana Kkorupsi kajian teori hukum pidana

pertanggungjawaban pidana dalam

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI
perkara 003/PUU-4/2006.
Hudam Pro Justitia, 24(3).

nomor Jurnal

Putro, W. D. (2011). Kritik terhadap paradigma

positivisme  hukum.  Yogyakarta:  Genta

Publising.

Rahardjo. S. (2006). Membedah hulam progresif.
Jakarta: Kompas.

. (2010). Penegakan hukum progresif.
Jakarta: Kompas.

Rahayu, D. P. (2014). Budaya hukum Pancasila.
Yogyakarta: Thafa Media.

Rahmadi, T. (2014). Hulum lingkungan di Indonesia.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rifai, A. (2011). Penemiuan hukum oleh hakim dalam
perspelitif hulkum progresif. Jakarta: Sinar
Grafika.

Siallagan, H. (2010, Februari). Masalah putusan ultra
petita dalam pengujian undang-undang. Jurnal
Mimbar Hulum. 22(1).

Sidharta. B. A. (2013). /lmu hukum indonesia upaya
pengembangan ilmu hukum  sistematik yang
responsif  terhadap perubahan masyarakat.

Yogyakarta: Genta Publising.

Soeharto. (1993). Hulam pidana materiil. Jakarta:
Sinar Grafika.

Susanto, A. F. (2010). [lmu hukum non sistematik
Jondasi filsafat pengembangan illmu hukum
Indonesia. Yogyakarta: Genta Publising.

(2013). Penelitian hukum
transformatif-partisipatoris, fondasi penelitian
kolaboratif & aplikasi campuran (mix methode)
dalam  penelitian  hdaim. Malang: Setara

Press.

Suteki. (2013). Desain hukum di ruang sosial.
Yogyakarta dan Semarang: Thafa Media dan
Satjipto Rahardjo Institute.

Syahrani. R. (1998). Hulum acara perdata di
lingkungan peradilan wmum. Jakarta: Pustaka
Kartini.

Warassth, E., & Bowo, R. (2013, November).
Kebijakan lingkungan hidup dalam perspektif
hukum progresif. Dekonstruksi Gerakan &

Hulam  Progresif, Konsorsium

Hukwm Progresif UNDIP.

Pemikiran

Wignjosoebroto. S. (2013). Hulkum konsep & metode.
Malang: Setara Press.

228 |

Jumal igi edit amis ok indd 228

Ernal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015: 209 - 228

1072015 1104836 AM




Delik izin

ORIGINALITY REPORT

54, 51, 13

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES  PUBLICATIONS

254

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

.

jurnal.komisiyudisial.go.id

Internet Source

13%

)

id.123dok.com

Internet Source

4,

e

iImuhukum56.blogspot.com

Internet Source

3%

=

www.scribd.com

Internet Source

3%

£l

lyathesis.blogspot.com

Internet Source

2

es.scribd.com

Internet Source

2

B B

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

2

media.neliti.com

Internet Source

2%

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

1o




RN
(@)

agenbolaroyalbola7.blogspot.com 1 o
0o

Internet Source

—
—

repository.unpas.ac.id 1 o
(¢}

Internet Source

-
N

repositori.uin-alauddin.ac.id 1 %
(¢}

Internet Source

RN
w

repository.unhas.ac.id 1 o
0o

Internet Source

—
AN

Submitted to Universitas Islam Indonesia 1 .
Student Paper A)

-
&)

Submitted to iGroup 1 Y
0

Student Paper

N
(@)

digilib.uinsby.ac.id 1 Y
0

Internet Source

—
N

pt.scribd.com 1
%

Internet Source

RN
(00)

pamongmoderat.blogspot.com 1 o
0o

Internet Source

RN
©

Submitted to Sriwijaya University 1.
(0]

Student Paper

B
o

alviprofdr.blogspot.com <1 %

Internet Source

B
—

Submitted to Binus University International <1 o
Student Paper /o



repository.usu.ac.id

InteFr)net Sourcey <1 %
makalah-hukum-pidana.blogspot.com

Internet Source p g p <1 %
www.bkpm.go.id

Internet Sourga g <1 %
Submitted to Udayana Universit

Student Paper y y <1 %
repository.uinjkt.ac.id

Inteﬁet Sourcrey J <1 %
hillabona.blogspot.com

Internet Source g p <1 %
Submitted to UIN Sunan Gunung DJati Bandun

Student Paper g g <1 %

Steven Gozalex, Kartina Pakpahan, Salim <1 o
Pradana, Aldo Christian T. "Pertanggung °
Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tanpa Izin
Mengumpulkan Limbah Oli Tanpa Melakukan
Pengelolaan”, Jurnal Selat, 2019
Publication

Submitted to Universitas Muhammadiyah <1 o
Surakarta
Student Paper

acarapidana.bphn.go.id

Internet Source



<1%

icel.or.id

Internet Source <1 %
eprints.unsri.ac.id

IntErnet Source <1 %

Suh-Yong Chung. "Yeosu Declaration and Its <1 o
Implications on Yeosu EXPQ", Ocean and Polar °
Research, 2008
Publication
jhp.ui.ac.id

JInte[:r)net Source <1 %
engkyndx.blogspot.com

Intergetgource g p <1 %
Submitted to Universitas International Batam

Student Paper <1 %
mitrahukum.or

Internet Source g <1 %
bsin68.blogspot.com

Internet Source g p <1 %
docplayer.info

Internft)Souyrce <1 %

n-kotabaru.go.id
IEternet Source g <1 %




o unisba.acid <1
Jiezona Dlogspot.com <1
x\:(\a/r\:]\é\t/.sggc-emedankota.go.id <1%
Jocumentssie <1
smererie <1
Irnct)elrinp;teslgllj'ricaento11.b|ogspot.c:om <1%
:ﬁ\:(\a/vm\é\t/.sa’frecl;yogyakarta.go.id <1 "
ﬁtterr\nzs;?us;iainponorogo.ac.id <1%
i <1
o antasanacie <1
s <1
JaLsacie <1



dr-syaifulbakhri.blogspot.com

Interne>t/Source g p <1 %
text-id.123dok.com

Internet Source <1 %
Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper gJ p <1 %
krisnaptik.files.wordpress.com

Internet Sopurce p <1 %
tooghi.blogspot.com

Interngt Source g p <1 %

Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani. <1 o
"UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI °
DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI", Jurnal Dinamika
Sosial Budaya, 2017
Publication

ustaka.unpad.ac.id

E IEternetSource p <1 %
melung.desa.id

Internet Sogurce <1 %
jdih.serangkota.go.id

JInternet Source g g < 1 %
edoc.site

Internet Source <1 %




ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA
PIDANA DIPANDANG DARI ASPEK
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN

e <1y
o Dlogspoteom <1
s IR <1
orsuasispsicom <1
E ﬁtte?nzssfigin-malang.ac.id <1 "
E Irr1(taeE)n<e)t:~‘;ic’)cu(?:ey.uinsu.ac;.id <1 "
Irnlteelrzi:gsl)J]r‘g;anhardwin.blogspot.com <1 "
Prs neacie <1
Ir;]?:nzaszgrrctreport.umm.ac.id <1 "
e bpn o <1
Yagie Sagita Putra. "PENERAPAN PRINSIP <1 "



PERKARA PIDANA", University Of Bengkulu
Law Journal, 2017

Publication

Submitted to Atma Jaya Catholic University of

Indonesia
Student Paper

<1%

76

Submitted to Universitas Sam Ratulangi
Student Paper

<1%

’r’

Dani Amran Hakim. "POLITIK HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP",
FIAT JUSTISIA, 2016

Publication

<1%

78

Submitted to Universitas Samudra
Student Paper

<1%

79

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1%

Submitted to Universitas Jember
Student Paper

<1%

B
—

Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran
Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk
Membuka Usaha Perkebunan”, Jurnal
Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1%




blogmhariyanto.blogspot.com
Internet Source < 1 %
Exclude quotes On Exclude matches Off

Exclude bibliography On



	Delik izin
	by Itha Itha

	Delik izin
	ORIGINALITY REPORT
	PRIMARY SOURCES


